BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi
Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik
Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c( .










b. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data pada BPPD,
serta bukti lunas pembayaran Pajak Parkir selama 1 (satu) tahun
terakhir untuk permohonan layanan publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b;

c. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data pada BPPD,
serta bukti lunas pembayaran Pajak Reklame tahun terakhir untuk
permohonan layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c.

(4) Apabila Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah dapat melakukan KSWP
kepada BAKEUDA dengan mengakses aplikasi “E-PBB” untuk
mengonfirmasi pembayaran PBB-P2, atau “E-SPTPD” untuk
mengonfirmasi pajak daerah lainnya atau mengarahkan Pemohon untuk
meminta bukti print rekaman pembayaran Pajak Parkir/Reklame ke
kantor BAKEUDA.

(5) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai
dengan data pada BPPD maka Perangkat Daerah tidak memberikan
layanan publik sampai Pemohon melengkapi dokumen/ bukti lunas Pajak
Daerah sesuai jenis layanan publik yang dimohon.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Agustus 2020 l

BUPATI PURBALINGGA,

-
-

éDYMI HAYUNING PRATIWI & .

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ALINGGA,

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 69



